
<COMP NAME=bentuk>KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI</COMP>PRIVATE 


<COMP NAME=nomor>NOMOR 21 TAHUN 1999</COMP>

TENTANG


<COMP NAME=tentang>SISTEM JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM 


DI JAJARAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI</COMP>

<COMP NAME=dasar>MENTERI DALAM NEGERI

Menimbang :
a.
bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan dan keseragaman dokumentasi dan informasi hukum agar lebih berdaya guna dan berhasil guna, perlu diatur Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Jajaran Departemen Dalam Negeri;




b.
bahwa berhubung dengan hal tersebut pada huruf a, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri; 

Mengingat :
1.
Undang-undang <REFR DOCNM="61uu020">Nomor 20 Prps Tahun 1961</REFR> tentang Tugas, Kewajiban, dan Lapangan Pekerjaan Dokumentasi dan Perpustakaan Dalam Lingkungan Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 311, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2369);




2.
Undang-undang <REFR DOCNM="74uu005">Nomor 5 Tahun 1974</REFR> tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);




3.
Peraturan Pemerintah <REFR DOCNM="88pp006">Nomor 6 Tahun 1988</REFR> tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);




4.
Keputusan Menteri Dalam Negeri <REFR DOCNM="92km001">Nomor 1 Tahun 1992</REFR> tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat I dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I;




5.
Keputusan Menteri Dalam Negeri <REFR DOCNM="92km028">Nomor 28 Tahun 1992</REFR> tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah/Daerah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II;




6.
Keputusan Menteri Dalam Negeri <REFR DOCNM="92km039">Nomor 39 Tahun 1992</REFR> tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah;




7.
Keputusan Menteri Dalam Negeri <REFR DOCNM="92km045">Nomor 45 Tahun 1992</REFR> tentang Pokok-pokok Kebijaksanaan Sistem Informasi Manajemen Departemen Dalam Negeri (SIMDAGRI);




8.
Keputusan Menteri Dalam Negeri <REFR DOCNM="92km092">Nomor 92 Tahun 1992</REFR> tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri;




9.
Keputusan Menteri Dalam Negeri <REFR DOCNM="95km20a">Nomor 20 A Tahun 1995</REFR> tentang Pembangunan Sistem Komunikasi Departemen Dalam Negeri (SISKOMDAGRI);




10.
Keputusan Menteri Dalam Negeri <REFR DOCNM="97km140">Nomor 140 Tahun 1997</REFR> tentang Rencana Induk Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Departemen Dalam Negeri.</COMP>

<COMP NAME=teks>MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG SISTEM JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI JAJARAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI.


BAB I


KETENTUAN UMUM 


Pasal 1 


Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

a.
Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di jajaran Departemen Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat SJDI Hukum Departemen Dalam Negeri adalah bagian dari Sistem Informasi Manajemen Departemen Dalam Negeri yang merupakan rangkaian unsur-unsur kegiatan pelayanan dokumentasi dan informasi hukum dengan menggunakan alat bantu komputer untuk mendukung pelaksanaan tugas Departemen Dalam Negeri;

b.
Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum adalah pusat koordinasi, konsultasi, pengembangan dan pembinaan jaringan serta pelayanan informasi hukum dan peraturan perundang-undangan bagi unit-unit jaringan dan masyarakat;

c.
Unit Jaringan adalah unit kerja yang melaksanakan kegiatan-kegiatan SJDI Hukum;

d.
Unit Penunjang Jaringan adalah unit kerja yang menunjang pelaksanaan kegiatan-kegiatan SJDI Hukum;

e.
Unit Pengendali Teknis Komputerisasi adalah unit kerja yang melaksanakan pembinaan sistem komputerisasi SJDI Hukum;

f.
Dokumentasi Hukum adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, perawatan, pelayanan serta pendistribusian dan penyebarluasan bahan informasi hukum dan peraturan perundang-undangan;

g.
Informasi Hukum adalah semua keterangan mengenai hukum dan peraturan perundang-undangan berupa data, fakta baik yang tertulis maupun tidak tertulis;

h.
PUSLAHTA adalah Pusat Pengolahan Data Departemen Dalam Negeri;

i.
SISKOMDAGRI adalah Sistem Komunikasi Departemen Dalam Negeri;

j.
KPDE adalah Kantor Pengolahan Data Elektronik.


BAB II


KEDUDUKAN


Pasal 2

(1)
Pusat SJDI Hukum di jajaran Departemen Dalam Negeri berkedudukan di Biro Hukum Sekretariat Jenderal Departemen Dalam Negeri.

(2)
Unit Jaringan SJDI Hukum Departemen Dalam Negeri, terdiri atas:


a.
SJDI Hukum Daerah Tingkat I;


b.
SJDI Hukum Daerah Tingkat II.

(3)
Unit Pengendali Teknis Sistem Komputerisasi Pusat SJDI Hukum dilakukan oleh PUSLAHTA Departemen Dalam Negeri.


Pasal 3

(1)
SJDI Hukum Daerah Tingkat I berkedudukan di Biro Hukum Setwilda Tingkat I.

(2)
Unit Jaringan SJDI Hukum Daerah Tingkat I, terdiri atas:


a.
SJDI Hukum Daerah Tingkat II;


b.
SJDI Hukum Kecamatan.

(3)
Unit Pengendali Teknis Sistem Komputerisasi SJDI Hukum Daerah Tingkat I dilakukan oleh KPDE Tingkat I.


Pasal 4

(1)
SJDI Hukum Daerah Tingkat II berkedudukan di Bagian Hukum Setwilda Tingkat II.

(2)
Unit Jaringan SJDI Hukum Daerah Tingkat II, terdiri atas:


a.
SJDI Hukum Kecamatan;


b.
SJDI Hukum Desa/Kelurahan.

(3)
Unit Pengendali Teknis Sistem Komputerisasi SJDI Hukum Daerah Tingkat II dilakukan oleh KPDE Tingkat II.


Pasal 5

(1)
Unit Penunjang Pusat SJDI Hukum di lingkungan Departemen Dalam Negeri terdiri atas Komponen di lingkungan Departemen Dalam Negeri.

(2)
Unit Penunjang SJDI Hukum Daerah Tingkat I, terdiri atas:


a.
Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Daerah Tingkat I;


b.
Instansi Vertikal di Daerah Tingkat I.

(3)
Unit Penunjang SJDI Hukum Daerah Tingkat II, terdiri atas:


a.
Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Daerah Tingkat II;


b.
Instansi Vertikal di Daerah Tingkat II.


BAB III


PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN


Pasal 6

(1)
Pembangunan dan pengembangan SJDI Hukum meliputi pengadaan perangkat keras, perangkat lunak, pembangunan sumber daya manusia, pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum.

(2)
Pembangunan dan pengembangan SJDI Hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi.

(3)
Sistem teknologi informasi sebagaimana dimaksud ayat (2), meliputi rancangan sistem, prosedur dan katalogisasi peraturan perundang-undangan. 


BAB IV


PEMBINAAN


Pasal 7

(1)
Pembinaan SJDI Hukum di jajaran Departemen Dalam Negeri dilakukan oleh Sekretariat Jenderal dalam hal ini Biro Hukum.

(2)
Pembinaan SJDI Hukum di Daerah Tingkat I dilakukan oleh Gubernur KDH Tingkat I dalam hal ini Biro Hukum Setwilda Tingkat I.

(3)
Pembinaan SJDI Hukum di Daerah Tingkat II dilakukan oleh Bupati/Walikotamadya KDH Tingkat II dalam hal ini Kepala BAgian Hukum Setwilda Tingkat II.


BAB V 


PEMBIAYAAN


Pasal 8

(1)
Segala biaya yang berkaitan dengan pembangunan dan pengembangan SJDI Hukum Departemen Dalam Negeri dibebankan pada APBN.

(2)
Segala biaya yang berkaitan dengan pembangunan dan pengembangan SJDI Hukum di Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II dibebankan pada APBD Tingkat I dan Tingkat II.


BAB VI


KETENTUAN PENUTUP


Pasal 9


Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.</COMP>

<COMP NAME=tanggal>Ditetapkan di Jakarta


pada tanggal 24 Maret 1999</COMP>

<COMP NAME=akhir>MENTERI DALAM NEGERI


ttd.


SYARWAN HAMID</COMP>
